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perdagangan secara konvensional yang masih mencantumkan klausula baku dalam praktiknya.
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A.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini telah
menempatkan diri pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu
dunia tanpa batas dimana tidak mengenal jarak, ruang dan waktu, yang
berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi
dengan penggunaan sarana tekonologi informasi dan komunikasi telah
mengubah pola hidup masyarakat, dan menjadi berkembang dalam tatanan
kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi,
budaya, keamanan dan penegakan hukum.?

Perkembangan dunia internet di Indonesia memang cukup
membanggakan, apalagi dengan dukungan pemerintah yang sangat kooperatif.
Pemerintah melakukan langkah nyata dalam mengembangkan internet di
Indonesia. Sekarang banyak desa yang sudah terjangkau internet dan dalam
waktu yang tidak lama lagi akan terwujud negara Indonesia yang berkembang
dengan internetnya. Melihat perkembangan tersebut dan dengan dukungan
pemerintah, maka sudah seharusnya media internet menjadi bagian yang

penting dalam kehidupan masyarakat. Prospek internet yang begitu baik

! Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta,

him. 39.



membuat pelaku-pelaku bisnis menggunakan internet sebagai media usaha
pun berkembang dengan pesat. Banyak pelaku bisnis baru yang bermunculan
dan pelaku bisnis yang lama pun semakin berkembang. Internet membawa
pengaruh yang besar bagi pelaku bisnis di Indonesia. Di negara maju memang
semuanya sekarang serba online. Bahkan jual beli pun lebih banyak dilakukan
secara online melalui media internet. Keuntungan dengan jual beli online kita
hanya tinggal duduk di depan komputer dan semuanya akan terkoneksi
dengan internet.?

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna
teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu
yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari
perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet menjadi suatu media
informasi dan komunikasi elektronik yang telah banyak dimanfaatkan untuk
berbagai kegiatan, antara lain untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan
dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic
commerce, atau disingkat e-commerce. E-commerce sebagai kontrak dagang
elektronik terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak.
Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan

elektronik dan mempunyai tempat di dunia internet.®

2 http://nurhadiprayogi.blogspot.com/2012/01/perkembangan-intenet-di-indonesia-dan.html,
Diakses tanggal 16 Januari 2017, Pukul 14.37 WIB.

3 Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti,
Bandung, him. 281.



Dilihat dari transaksinya, e-commerce dapat diklasifikasikan menjadi 2
(dua) tipe, yaitu Business to Business (B2B) dan Business to Consumer
(B2C).* Business to Consumer (B2C) adalah transaksi antara perusahaan
dengan konsumen/individu. Para pihak dalam mekanisme e-commerce ini
adalah e-merchant (penjual) yang menawarkan suatu produk atau jasa yang
ditawarkan kepada e-commerce (pembeli) yang menggunakan/membeli
barang/jasa yang ditawarkan. E-merchant hanya sebagai media untuk para
pihak berkomunikasi yang diikuti dengan pengiriman/penyampaian barang
secara nyata.’

E-commerce menghubungkan pelaku usaha, konsumen, dan komunitas
lainnya melalui transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang,
jasa, dan informasi lainnya. Kondisi ini menyebabkan jarak bukan lagi
hambatan dalam dunia bisnis. Perkembangan menyolok terhadap teknologi
internet membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global dalam situs
web, sehingga setiap orang dimanapun ia dapat langsung mengakses situs
tersebut untuk melakukan transaksi secara online. Keunikan pengaturan
tentang e-commerce yaitu pelaku usaha dan konsumen tidak berhubungan

secara langsung.®

4 Sri Handayani, 2016, Hukum Perdata Internasional, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum,
Palembang, him 95.

%Ibid.

® Wahyu Utami, dan Yogabakti Adipradana S, 2017, Pengantar Hukum Bisnis, Jala Permata
Aksara, Jakarta, him. 135.



Proses transaksi jual beli yang terjadi melalui internet berbeda dengan
transaksi jual beli biasa/konvensional dalam hal pelaku usaha dan konsumen
bisa bertatap muka langsung atau tidak langsung. Transaksi lewat internet
terjadi dimana penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka hanya dengan
menggunakan digital signature atau instrumen-instrumen elektronik lain
sebagai alat dalam perdagangan.’

Perdagangan seperti ini tidak lagi merupakan paper based economy,
akan tetapi berubah menjadi digital electronic economy. Pemakaian benda
tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan
mengalahkan pengunaan benda yang berwujud.® Transaksi jual beli secara
umum (lex generalis) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya disebut KUH Perdata) Buku Ill Tentang Perikatan, khususnya
Bab | sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan
hukum umum, tetapi transaksi jual beli elektronik juga diatur secara khusus
(lex specialis) didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah “suatu
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga

29.

"Ibid.
8 Edmon Makarim, 2000, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Gravindo Persada, Jakarta, him.



yang telah dijanjikan”.® Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU ITE,
transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik
lainnya”.'% Dua pengertian diatas menghasilkan persamaan yaitu mengenai
adanya hubungan hukum antar para pihak yang terlibat didalam transaksi.
Perkembangan teknologi yang telah terjadi pada masa sekarang
mengakibatkan transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan media
internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang terjadi juga
menggunakan internet sebagai medianya.

Transaksi jual beli dengan internet atau bisa dikatakan transaksi jual
beli secara e-commerce ini selain diatur dengan aturan hukum yang terdapat
didalam KUH Perdata juga diatur dengan UU ITE. Selanjutnya, transaksi jual
beli secara e-commerce ini dilakukan atau dilandaskan dengan menggunakan
asas kebebasan berkontrak yang terdapat didalam Pasal 1338 KUH Perdata.'!

Seperti transaksi secara konvensional, e-commerce pun mengenal
penggunaan suatu klausula baku (standard contract) didalam melakukan
transaksinya. Klausula baku dicantumkan mengingat untuk membuat tiap-tiap
perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan dirasa tidak efisien

bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan untuk membuat perjanjian yang

? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

%Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952,

11Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
hlm. 72.



berbeda untuk masing-masing transaksi akan membuang banyak tenaga,
waktu dan juga biaya tentunya. Untuk menghemat ketiga hal tadi maka
didalam praktik timbul yang dinamakan klausula baku atau yang dikenal juga
sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat
syarat-syarat yang telah dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya
perlu menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah syarat-syarat
klausula baku tersebut.*?

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari standard contract,
baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus mendefinisikan bahwa
perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan
dalam bentuk formulir sedangkan Hondius merumuskan perjanjian baku
sebagai konsep janji-janji tertulis yang dimana disusun tanpa membicarakan
isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu. 3
Dikatakan bersifat baku, karena baik perjanjian mapun klausula tersebut tidak
mungkin dinegosiasikan atau ditawar oleh pihak lainnya (take it or leave it).1*
Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mendefinisikan,
klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha

2Ibid., him. 66.
Bbid.
4Ibid., him. 73.



yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen.®

Dalam praktik sering ditemukan cara untuk mengikat suatu perjanjian
tertentu yaitu dimana salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah konsep
(draft) perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam
perjanjian tersebut. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu
penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal
yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan
perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-
ketentuan mengenai perjanjian (term of conditions) sudah tertulis (tercetak)
lengkap, pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti
inilah yang disebut dengan standar kontrak (perjanjian standar, perjanjian
baku). Istilah ini menunjukkan terhadap syarat-syarat perjanjian yang sudah
dibakukan sebelumnya.*®

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih
kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula
baku dirasa sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku
tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen

menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

16 Janus Sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, him.13.



jasa yang dibutuhkan, karena klasula baku serupa akan ditemuinya ditempat
lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi
klausula baku walaupun memojokkan bagi konsumen. Bagi para pengusaha
mungkin ini merupakan cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien,
praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan
pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu
pilihan, yaitu menerima klausula baku tersebut walaupun dengan berat hati.’

Permasalahan mengenai klausula baku ini sangat menarik untuk
ditelaah dan dibahas karena didalam praktik kehidupan sehari-hari (terutama
pada aktivitas jual beli dengan e-commerce), tanpa disadari banyak konsumen
yang terlibat didalam klausula baku tersebut. Walaupun konsumen sadar
mengenai klausula baku, mereka tidak bisa mengatasi hambatan-hambatan
dalam mempertahankan dan melindungi haknya karena ada kalanya keinginan
konsumen tidak dapat dipenuhi.

Ambil contoh perjanjian standar baku di kalangan perbankan. Kalau
diamati klausula-klausula perjanjiannya, akan ditemukan banyak yang
mengatur hak dan kewenangan pihak bank dan sebaliknya mengatur banyak
kewajiban pihak nasabah. Diantaranya ada klausula yang berisikan
kewenangan mutlak (tak terbantah) bank, yaitu bahwa bank dapat mengubah

tingkat suku bunga sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

17 Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan,
Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 2.



Dengan demikian, konsumen jasa perbankan, baik dalam kedudukannya
sebagai deposan maupun debitur, secara nyata perlu dilindungi haknya dari
kemungkinan tindakan-tindakan pihak perbankan yang dapat merugikan
mereka.'® Contoh lainnya, kasus seperti yang dialami Jumanto yang bertempat
tinggal di Lampung, mengenai pembelian baju di Blibli.com yang dimana
Blibli.com memiliki sistem otomatis untuk pengecekan uang yang telah
ditransfer oleh konsumen namun ternyata sistem tersebut error dan
menyebabkan uang yang seharusnya sudah masuk namun dinyatakan belum
masuk sehingga pesanan Jumanto dibatalkan secara sepihak oleh pihak
Blibli.com karena batas waktu transfer bagi Jumanto telah habis.®

Dalam penelitian sejauh ini, kedudukan pelaku usaha didalam klausula
baku lebih kuat dari konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen tidak berperan
untuk menetapkan mengenai isi klausula baku. Padahal di sisi lain, peran
konsumen terhadap pelaku usaha sangatlah besar karena konsumen yang
memberi pengembangan terhadap pendapatan bagi pelaku usaha.

Ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Bab
V Pasal 18 UUPK, dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen
setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Ketentuan tentang klausula baku tersebut termasuk kedalam kegiatan transaksi

18Janus Sidabalok, Op.cit., him. 15.
19 “Pengalaman Belanja di Blibli & Review”, http://www.jumanto.com/2017/05/pengalaman-
belanja-di-blibli.html, Diakses tanggal 24 Januari 2018, Pukul 22:45.
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penjualan barang dan/atau jasa.?® Tentu saja UUPK menginginkan terciptanya
keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan pencantuman
klausula baku bukanlah keberpihakan terhadap kepentingan konsumen semata
dan merugikan pelaku usaha. Namun sesuai asas keseimbangan dalam hukum
perlindungan konsumen, maka kepentingan semua pihak harus dilindungi,
termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional, harus
mendapat porsi yang seimbang.?

Pada dasarnya, hak-hak yang didapat konsumen untuk tercapainya
perlindungan konsumen sudah tercantum atau dituangkan kedalam bentuk
undang-undang, yaitu UUPK. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya
dan memiliki kepastian hukum yang telah diatur didalam undang-undang
tersebut. Upaya hukum bisa dilakukan oleh konsumen jika ia merasa
dirugikan dengan menggunakan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUPK.
Kaitannya dengan aktivitas e-commerce sekarang sudah memiliki undang-
undang, yaitu UU ITE.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis
tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih dalam mengenai posisi
konsumen dalam klausula baku perjanjian jual beli e-commerce, khususnya
ditinjau dari sudut pandang perlindungan konsumen dengan mengambil judul:

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN

20 Yusuf Shofie, 2008, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, him. 43.
21 Zulham, Op.cit., him. 75.
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E-COMMERCE YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pencantuman klausula baku pada perjanjian e-commerce
diperbolehkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam
perjanjian e-commerce yang mencantumkan klausula baku ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pencantuman klausula baku pada perjanjian e-
commerce diperbolenkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen
dalam perjanjian e-commerce yang mencantumkan klausula baku ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

D. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Secara Teoretis
Penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi, menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan serta sumbangan literatur bagi para
pembacanya khususnya yang di bidang hukum perdata, terutama yang
berhubungan dengan perlindungan konsumen tentang klausula baku

dalam perjanjian jual beli e-commerce.

2. Secara Praktis
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar
membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi
pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi

pihak-pihak yang berminat pada bidang hukum perdata ini.
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E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian merupakan merupakan bingkai penelitian,
yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan
membatasi area penelitian.?? Pembahasan mengenai pencantuman klausula
baku dalam perjanjian e-commerce ditinjau sudut pandang perlindungan
konsumen ini cakupannya cukup luas. Oleh karena itu, penulis akan
membatasi ruang lingkup pada skripsi ini agar skripsi ini menjadi terarah dan
sesuai dengan objek permasalahan yang ada sehingga tidak menyimpang
dari masalah yang ada. Penulisan skripsi ini dititikberatkan pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaran Perlindungan Konsumen

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik.

22 Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta , him. 111.
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F. KERANGKA TEORI
Kerangka Teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban
konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang
persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum.? Jadi ,

teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Perjanjian

Menurut Prof. R. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa
di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah
suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.
Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang
membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan
atau ditulis.?*

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu
perjanjian adalah : “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”%

23 M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, him. 61.

24 R, Subekti, 1987,Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, him. 6.

ZKitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.
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Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian telah diatur di dalam
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :25
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan ini telah terjadi dengan adanya kehendak dari kedua
belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan cara bertemunya
antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan
berbagai cara, baik dengan cara tertulis maupun dengan cara tidak
tertulis. >’ Kesepakatan ini menjadi tidak sah apabila suatu perjanjian
dibuat berdasarkan penipuan, kesalahan serta menyalahgunakan keadaan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan untuk membuat perikatan berarti bahwa pihak-pihak
yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau
sudah dewasa.?® Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tentang
kebelumdewasaan, dapat dikatakan seseorang yang belum cakap atau
belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun, belum melakukan
perkawinan serta berada dalam pengampuan meskipun umurnya telah

mencapai 21 tahun atau sudah melakukan perkawinan.?® Maka dari itu,

%]pid., Pasal 1320.

2’Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014, Hukum Perikatan Perjanjian Makna Pasal 1233 sampai
1456 BW, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, him. 68.

8 Rejeki Tua Hutahaean, Perjanjian Menurut Pasal 1230 KUHPerdata,
http://hukumx.blogspot.co.id/2014/02/perjanjian-menurut-pasal-1320-kuh.html, Diakses tanggal 25
Januari 2018, Pukul 21:02 WIB.

2Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.
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kecakapan dapat dilihat dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah
melakukan perkawinan walaupun belum berumur 21 tahun.
3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak yang mengikatkan
dirinya melakukan suatu perjanjian haruslah mengetahui bahwa objek
yang diperjanjikan jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan dan tidak
boleh mengambang ataupun samar-samar.*

4. Suatu sebab yang halal;

Kata halal di sini bukan dengan maksud untuk memperlawankan
dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud kata halal
di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.3!

Purwahid Patrik berpendapat bahwa perjanjian adalah “perbuatan
yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang
ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang
ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak
atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara

timbal balik.32

Olbid.

31bid.

32 pyrwahid Patrik, 1998, Hukum Perdata Il Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Tiga
Pustaka, Semarang, him. 3.
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Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya
hubungan hukum suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban.
Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari
akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain
melahirkan hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di
pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua begitu pun sebaliknya,
kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Jadi akibat

hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu kontrak itu sendiri.®

2. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan
kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang
tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum
sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang
memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban,

kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.
Pengertian  diatas mengundang  beberapa ahli  untuk
mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum

diantaranya:

33 Zulham, Op.cit., him. 71
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a) Satijpto Raharjo, mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan
orang lain dan perlindungan tersebut dapat diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum.

b) Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah
perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan akan
adanya hak-hak asasi manusia.

¢) Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

d) Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan
arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.
Perlindungan yang diberikan oleh hukum, memiliki kaitan dengan
adanya hak dan kewajiban, yang dalam hal ini dimiliki oleh manusia
sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia
serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak
dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum

dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering
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disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum
dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami sebagai berikut:
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek
hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan
atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah
terjadinya sengketa dikemudian hari.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya
bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan
bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif
pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam
mengambil suatu keputusan yang didasarkan kepada diskresi.
Di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai
perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk
menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan
hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di
Indonesia termasuk ke dalam kategori perlindungan hukum.
Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

bertumpu dan bersumber langsung dari konsep tentang
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pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
diarahkan  kepada  pembatasan-pembatasan  peletakan
kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum
terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.
Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dan dapat

dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.3*

Menurut Fitzgerlad sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal
mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori
hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato,
Avristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran
hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang
bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh

dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

% perlindungan Hukum, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-
ahli/, Diakses tanggal 24 Januari 2017, Pukul 23:40
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adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan

manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.®

Jika konsumen di dalam melakukan transaksi e-commerce yang
mencantumkan klausula baku yang tentu saja memiliki pengaturan di dalam
Pasal 18 UUPK dan kemudian mengakibatkan kerugian bagi konsumen
tersebut, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen
terutama dalam Pasal 4 huruf (g) dan (h) UUPK. Adanya perlindungan
hukum preventif dan represif memberikan jaminan agar konsumen bisa
mendapatkan hak-haknya dengan baik serta perlindungan hukum ini juga
merupakan pemenuhan terhadap hak konsumen untuk mendapatkan
advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (e)

UUPK.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah
terjadinya permasalahan atau kerugian yang dapat dialami oleh konsumen
akibat melakukan transaksi e-commerce yang mencantumkan klausula baku.
Sedangkan perlindungan hukum represif betujuan untuk menyelesaikan
permasalahan yang dapat timbul apabila konsumen melakukan transaksi e-

commerce yang mencantumkan klausula baku.

3 Satjipto Raharjo, 2000, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, him.53.
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Mengenai perlindungan hukum preventif terhadap konsumen yaitu
dengan cara melakukan perlindungan konsumen yang tercantum di dalam
Pasal 1 ayat (1) UUPK, yang dimana perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen.3® Sedangkan yang dimaksud konsumen
berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan
atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak

diperdagangkan.®’

Adanya pengaturan tentang perlindungan konsumen melalui
UUPK didasarkan pada beberapa asas dan tujuan. Asas-asas perlindungan
konsumen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UUPK adalah sebagai

berikut 3

1. Asas manfaat
Pengaturan mengenai perlindungan konsumen akan
dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemanusiaan,
peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan pribadi

setiap negara.

%6Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

$1bid.

38 Wahyu Utami, dan Yogabakti Adipradana S, Op.cit, him. 127.
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. Asas keadilan

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen akan
dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap masyarakat
konsumen pada umumnya.

. Asas keseimbangan

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen akan

dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan

konsumen dan kepentingan produsen.

. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen akan
dapat memberikan suasana kondusif bagi konsumen dalam
rangka penggunaan hasil produk dari produsen
. Asas kepastian hukum

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen akan
dapat memberikan suatu kepastian hukum berkenaan dengan

hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen.
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G. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara
menganalisisnya. Setelah dilakukan analisa selanjutnya dilakukan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang ditemukan dan
kemudian diusahakan untuk menemukan suatu jalan keluar terhadap
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-gejala
yang ada.*

Dari pernyataan yang diberikan diatas, metode penelitian merupakan
suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metode penelitian
meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Dalam mengkaji masalah yang ada pada penelitian ini penulis
menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu
penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi dari
peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.
Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup
lima hal, yaitu® :

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

39 Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar llmu Hukum, Ul-Press, Jakarta, him. 43.
“Olbid.
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b. Penelitian terhadap sistematika hukum.

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara
vertikal maupun horizontal.

d. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

e. Penelitian terhadap sejarah hukum.

Berdasarkan pengolongan penelitian hukum di atas, maka penulis

menggunakan penelitian normatif terhadap asas-asas hukum.

. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah sumber
di mana data diperoleh. Jenis data tersebut akan dijadikan sumber dalam
penelitian yang berupa sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara
mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada. Bahan-
bahan hukum tersebut dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3
(tiga), yaitu :
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,
terdiri dari:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.
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3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Perlindungan
Konsumen

5) Peraturan Pemerintan Nomor 82 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang
berasal dari bahan pustaka yang memiliki hubungan dengan
obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan

publikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berguna
untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar

Bahasa Indonesia.



27

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum
dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku
dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang
diteliti dan juga pengumpulan data dari internet. Hal ini dikarenakan

penulis menggunakan penelitian yang bersifat normatif.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan secara lengkap, maka langkah
selanjutnya adalah tahap pengolahan dan analisis bahan hukum yang
merupakan tahap penting. Di dalam penelitian normatif yang dilakukan
oleh penulis, pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah teknik
analisis bahan hukum dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran
terhadap peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan analogi
dan penghalusan serta dilakukan dengan sistematisisasi terhadap bahan-

bahan hukum tertulis.
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5. Teknik Penarikan Kesimpulan
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu
dengan cara pengambilan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi

kesimpulan yang bersifat khusus.*!

41 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Maju, Bandung, 2008, him. 35.
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